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c Rangkuman DISKUSI

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan

keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”

TEMA

: Politik Dinasti dan Tantangan Demokrasi

Pemateri

1. Hanindhito Himawan Pramana, Calon Kepala Daerah Kabupaten Kediri
2. Ratna Dewi Pattalolo, Anggota Bawaslu Republik Indonesia
3. Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute

Moderator : M. Aulia Y. Guzasiah Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute
Partisipan  : Diskusi ini diikuti oleh sebanyak peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,

seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute

v
v

Politik dinasti biasanya terjadi dalam lingkup keluarga.

Politik dinasti di Indonesia ditandai dengan munculnya fenomena politik keikutsertaan suami, istri,
anak dan kerabat serta kolega-kolega yang lainnya dari petahana maupun aktor politik dalam
kontestasi politik, baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg).
Praktik ini terjadi di sejumlah daerah, kemudian menjadi pertanyaan bagaimana upaya untuk
mengantisipasi hal ini.

Upaya untuk meminimalisasi praktik politik dinasti pernah dilakukan saat disahkannya UU Nomor 8
Tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Politik dinasti ini memberikan pengaruh pada praktik demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengamatan di media massa dari tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2020,
praktik politik kekerabatan terjadi di 30 daerah dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada
Serentak 2020.

Di 30 daerah tersebut sebanyak 52 orang bakal calon masih memiliki kekerabatan dengan aktor politik
di tingkat daerah maupun pusat.

Berdasarkan tingkatan dalam Pilkada, 71.15 % bakal calon akan berlaga di tingkat Kabupaten,
sebanyak 25% bakal calon di tingkat Kota dan 3.85% akan mencoba peruntungnnya di tingkat
Provinsi.

Berdasarkan status hubungan kekerabatan, ditemukan sebanyak 23 orang bakal calon merupakan
anak dari kepala daerah, yang saat ini akan habis masa pemerintahannya, mantan kepala daerah,
tokoh partai politik, hingga Presiden dan Wakil Presiden.

Sebanyak 16 orang bakal calon berstatus sebagai istri. Selain itu, terdapat 9 orang bakal calon yang
berstatus sebagai adik. Kemudian terdapat juga satu orang berstatus kakak calon kepala daerah, satu
orang berstatus ayah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Kabupaten, satu
orang keponakan menteri sekaligus pimpinan partai politik, serta satu orang besan dari menteri.
Praktik politik dinasti masih akan terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, bahkan
praktiknya berkembang saat ini dengan keikutsertaan kerabat dari aktor politik yang memiliki
pengaruh besar, seperti Presiden dan Wakil Presiden maupun Ketua Umum Partai Politik.
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Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan datang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut untuk bekerja secara profesional dan intens, guna
mengawasi praktik politik dinasti ini. Langkah yang harus dilakukan yaitu:

a. Mengawasi aliran dana kampanye pasangan calon, terutama calon yang berasal dari keluarga
petahana. Hal ini karena adanya kekhawatiran terhadap aliran dana kampanye yang
memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/ APBD)

b. Mengawasi secara ketat mobilisasi perangkat birokrasi hingga perangkat desa.

c. Melakukan penegakan aturan yang tegas jika ditemukan terjadinya pelanggaran.

Hanindhito Himawan Pramana, Calon Kepala Daerah Kabupaten Kediri
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Politik dinasti menjadi stigma karena ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Saya sendiri adalah anak Pramono Anung.

Saya pribadi sempat terlibat menjadi tim sukses di daerah.

Saya ini tidak punya pikiran untuk maju sebagai calon bupati pada awalnya. Namun, karena satu hal,
pada saat itu ibu Ketua Umum memanggil saya dan perintahnya satu, maka sebagai kader partai saya
harus menaati perintah

Untuk mematahkan stigma yang ada, saya pribadi membuat program-program inovasi misalnnya
dalam bidang pertanian, bernama DITO, yaitu Desa Inovasi Tani Organik.

Saya melihat kondisi masyarakat Kediri, sebagian besar adalah petani. Saya mengembangkan
bagimana menghasilkan pupuk organik, kemudian membangun titik-titik kesuburan masing-masing
desa.

Selain itu saya juga membuat program Desa Inovasi Teknologi. Hal ini karena sesuai kondisi saat ini,
banyak siswa yang harus online dan pedagang harus memasarkan produk secara online.

Melalui program-program yang ada, saya berharap stigma buruk politik dinasti dapat dipatahkan.

Ratna Dewi Pattalolo, Anggota Bawaslu Republik Indonesia
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Bawaslu melakukan langkah-langkah persiapan untuk Pilkada 2020.

Kami sudah melakukan deteksi dini untuk calon kepala, misalnya petahana dan bakal calon yang
memiliki relasi dengan kekuasaan.

Ada sejumlah calon yang berelasi dengan Presidan misalnya calon di Solo dan Wakil Presiden, di
Pilkada Tangsel nanti.

Pernah ada upaya pembatasan politik dinasti dengan hukum positif melalui pengaturan syarat calon
dalam Pemilihan Kepala Daerah pada UU Pemilihan (UU 1/2015 Jo. UU 8/2015) dengan norma “tidak
memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang dimaknai tidak memiliki hubungan darah, ikatan
perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan
petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati
jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Norma tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atau dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi melalui Putuan Nomor 33/PUU-XIII/2015 dengan alasan ketentuan mengandung muatan
diskriminasi dan melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan.

Langkah antisipasinya kami bekerjasama dengan Kemendagri. Kami mendorong agar netralitas ASN
menjadi hal yang penting dalam Pilkada 2020.
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Kami juga bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti KPK untuk melakukan penelusuran, karena
Bawaslu punya keterbatasan dalam bergerak. Namun, tetap memperbesar kapasitas kelembagaan
kami.

Tantangan besar dalam proses yang dilakukan misalnya terkait politik uang, mahar politik, dan
penggunaan fasilitas negara. Berbagai tantangan yang ada kami sangat membutuhkan Kerjasama
dengan pihak lain.

Di situasi Covid-19 dan ekonomi melemah, kami membuat program misalnya Desa Anti Politik Uang,
sebagai upaya membangan gerakan sosial di masyarakat.

Kami juga melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan setempat untuk membuat materi
sosialiasasi.

Pada intinya langkah-langkah pencegahan dilakukan untuk menekan dampak adanya politik dinasti.
Kami tidak ingin ada kenaikan penyimpangan yang tinggi, pencegahan dan pengawasan bersama
sangat diperlukan.

FORUM DISKUSI

1.

Dedi
Untuk Arfianto:
Apakah desentralisasi cenderung memunculkan raja-raja kecil?

Untuk Hanindhito:
Bagaimana tanggapan terkait Omnibus Law? Apakah setuju atau tidak karena dampaknya kedepan ke
petani?

Nur Iman Subono (UI)

Untuk Hanindhito:

1) Bagaimana upaya lepas dari bayang-bayang relasi kekeluargaan?

2) Terkait laporan daftar kekayaan, misalnya Mas punya usaha kemudian keluar, atau bagaimana?

Yoes Kenawas (Northwestern University)
1) Apakah untuk tahun 2020 ini ada trend kenaikan/stabil saja?

Untuk Ratna:
Terkait mobilisasi ASN, bagaimana pembuktiannya?Apakah kendala paling sulit di lapangan?

Untuk Hanindhito:
Boleh cerita sedikit values atau pesan apa yg disampaikan keluarga saat Mas menimbang dan
memutuskan untuk running di Pilkada kali ini?

Nanang Pujalaksana (INTERDATA)
Untuk Hanindhito:
Sesulit apa melakukan hal yang patut dalam praktik politik di Indonesia?
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Tanggapan

1. Ratna menjawab Yoes

3.

4.

1)

2)
3)
4)

Ada proses pengawasan dimulai dari pencegahan, jika ada pelanggaran ada tindakan. Ada
kecenderungan kriminalisasi pidana.

Kami memiliki ikhtiar untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dengan Kerjasama.

Ada langkah antipatif juga dengan memberikan sosialiasai ke masyarakat.

Kendala-kendala terkait netralitas ASN cukup sulit, karena mereka merasa harus terlibat dalam
kontestasi karena menyangkut karir jabatan atau promosi setelah pelantikan.

Hanindhito menjawab Nur Iman Subono

1)

2)
3)

4)

Omnibus Law sebenarnya membawa semangat demokrasi tapi memang ada kekurangan-
kekurangan, nah, masukan yang ad ini sangat baik untuk menjadi pertimbangan kebijakan
Omnibus Law.

Bayang-bayang selalu ada Pak, baik melakukan hal besar kecil.

Saya sudah mengundurkan diri dari sejumlah perusahaan saya dan melaporkan kekayaan ke
LHKPN

Sesulit apa, saya mengusahakan komunikasi yang baik.

Arfianto menjawab Dedi

Di sejumlah daerah memang tampak adanya raja-raja kecil.

Arfianto menjawab Yoes

Trennya, bisa stabil sampai hari-H, tapi bisa dilihat waktu sudah penetapan calon.

Catatan:

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di
http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber
informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.

~ TERIMA KASIH ~
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